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SALINAN
)
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 180 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah serta pelayanan kepada pedagang pasar rakyat, perlu dilakukan digitalisasi layanan dalam Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang;
b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 180 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang belum mengatur secara komprehensif mengenai retribusi digital dan layanan administrasi kios/los secara elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 5149);
9. Peratura Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 217 tentangUraianTugas Jabaan Struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025.
13. Keputusan Presiden Nomor  23 Tahun 2017 tentang Pengendali Inflasi Nasional







	MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 180 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG.

	
	
	BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

	
	
	1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia  (brainware),  prosedur,  dan/atau  aturan  yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
10. Bahan Pokok Penting adalah barang-barang yang menjadi pemenuh kebutuhan dasar pangan masyarakat.
11. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atas keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.
12. Pedagang adalah orang yang melakukan atau terlibat perdagangan dan/atau memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri,, untuk memperoleh suatu keuntungan.
13. Komoditas adalah barang atau produk yang dapat diperjualbelikan guna memperoleh keuntungan.
14. Omset adalah pendapatan secara keseluruhan dari hasil penjualan sebuah produk tanpa adanya pengurangan biaya dalam periode waktu tertentu.
15. Tera Ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan yang dipakai dalam perdagangan.
16. Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut SINDANG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi mengenai bahan pokok penting, pedagang, kios/los, omset, komoditas, surat keterangan menggunakan kios/los, retribusi, potensi pendapatan asli daerah dan tera ulang secara online yang akurat, akuntable, dan tepat waktu .
17. Perangkat Keras (hardware) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
18. Perangkat Lunak (software) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
19. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
21. Penanggung Jawab adalah pejabat yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab untuk mengoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan SINDANG di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
22. Teknologi Informasi adalah adalah sebuah studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer pada aplikasi perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak.
23. Data Analis adalah seseorang yang menganalisa data untuk mencari cara dalam memecahkan masalah. 
24. Koordinator adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinir seluruh Pelaksanaan SINDANG.
25. Verifikator SINDANG  adalah pegawai pada Perangkat  Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan urusan perdagangan  yang mempunyai tugas mengelola aplikasi SINDANG dan mengoordinir Operator SINDANG.
26. Operator SINDANG adalah pelaksana yang ditunjuk dalam pengelolaan SINDANG di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
27. Retribusi Digital adalah pembayaran retribusi yang dilakukan secara elektronik melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan SINDANG .
28. Surat Keterangan Menempati Kios/Los (SKMKL) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti sah penggunaan kios/los oleh pedagang .
29. Layanan Digital SKMKL adalah proses pengajuan , verifikasi , penerbitan dan penyimpanan SKMKL secara elektronik melalui SINDANG. 


	
	
	BAB II
TUJUAN DAN SASARAN SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG
Pasal 2

	
	
	SINDANG bertujuan untuk:
a. Mewujudkan pengelolaan, pemantauan dan pemanfaatan data dan informasi urusan perdagangan secara optimal,
b. Mewujudkan Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang yang mampu mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dan data urusan perdagangan serta pengendalian Inflasi Daerah secara optimal,
c. Meningkatkan efesiensi dan transparansi pengelolaan retribusi daerah melalui digitalisasi , dan
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.


	
	
	Pasal 3
Sasaran SINDANG adalah untuk meningkatkan peran teknologi informasi dalam mendorong urusan perdagangan sehingga tercapai keterbukaan informasi publik, meningkatkan efesiensi , transparansi pengolahan retribusi daerah dan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat dan Early Warning System bidang perdagangan bagi pemangku kebijakan.

	
	
	
BAB III
SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG

	
	
	Pasal 4 
Pengelolaan SINDANG terdiri dari:
a. Data dan informasi pedagang;
b. Data dan informasi kios/los;
c. Data dan informasi bahan pokok penting;
d. Data dan informasi ketersediaan dan kebutuhan bahan pokok penting ;
e. Data dan Informasi Harga Eceran Tertinggi dan Harga Acuan;
f. Data dan Informasi Komoditas dan Omset setiap komoditas;
g. Data dan Informasi Tera Ulang;
h. Data dan Informasi Retribusi;
i. Data dan Informasi Potensi Inflasi dan Potensi Deflasi;
j. Informasi hasil analisa;
k. Early Warning System;
l. Tim pengelola;
m. Hak akses;
n. Mekanisme pelaksanaan;
o. Sarana dan prasarana;
p. Layanan retribusi digital;
q. Layanan administrasi kios/los secara elektroik termasuk SKMKL;
r. Layanan Informasi Data Urusan Perdagangan;
s. Pengelolaan layanan administrasi elektronik; dan
t. Pembinaan, evaluasi, dan pelaporan.

	
	
	BAB IIIA
LAYANAN RETRIBUSI DIGITAL DAN SURAT KETERANGAN MENEMPATI KIOS/LOS (SKMKL)

	
	
	Pasal 5A
Retribusi Digital

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan pembayaran retribusi secara digital melalui Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang (SINDANG).
(2) Retribusi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Retribusi pelayanan pasar;
b. Retribusi kebersihan; dan
c. Jenis retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(3) Pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui :
a. Kanal perbankan ;
b. Dompet digital; dan 
c. Sistem pembayaran elektronik lainnya yang sah .
(4) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai melalui pemungut retribusi di pasar , pemungut wajib melakukan pencatatan dan penginputan ke dalam SINDANG.
(5) Setiap transaksi pembayaran retribusi tercatat secara otomatis dalam SINDANG sebagai bagian dari data pendapatan Daerah ;
(6) Data pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam :
a. Pengendalian penerimaan retribusi ;
b. Penyusun laporan keuangan ; dan 
c. Pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan pasar.


	
	
	Pasal 5B
Pengelolaan Data Retribusi

(1) Data pembayaran retribusi dikelola berdasarkan identitas pedagang dan kios/los yang terdaftar dalam SINDANG .
(2) Identitas pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
(3) Setiap pembayaran retribusi dicatat sebagai riwayat pembayaran per pedagang dan per kios/los.
(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar melakukan verifikasi terhadap data pembayaran retribusi yang diinput dalam SINDANG.
(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencocokkan antara:
a. data transaksi dalam sistem; dan
b. jumlah penerimaan retribusi secara nyata.
(6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data, dilakukan perbaikan oleh pemungut retribusi.
(7) Dalam hal data telah sesuai (balance), Kepala UPT Pasar memberikan persetujuan dalam sistem.
(8) Setelah data dinyatakan sesuai, hasil penerimaan retribusi wajib disetorkan ke rekening kas Daerah melalui bank yang ditunjuk.


	
	
	Pasal 5C
Layanan SKMKL Secara Elektronik

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan penerbitan dan perpanjangan Surat Keterangan Menempati Kios/Los (SKMKL) secara elektronik melalui SINDANG.
(2) Pengajuan SKMKL dilakukan oleh pedagang dengan menggunakan identitas NIK melalui SINDANG.
(3) Sistem secara otomatis menampilkan data pedagang dan kios/los berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal data telah sesuai, pedagang dapat langsung mengajukan permohonan SKMKL melalui SINDANG.
(5) Dalam hal data tidak sesuai, pedagang wajib mengajukan perbaikan data melalui UPT Pasar atau koordinator pasar.


	
	
	Pasal 5D
Persyaratan dan Proses SKMKL

(1) Pengajuan SKMKL hanya dapat diproses apabila pedagang telah melunasi kewajiban retribusi.
(2) SINDANG melakukan validasi otomatis terhadap status pembayaran retribusi pedagang.
(3) Dalam hal kewajiban retribusi belum terpenuhi, permohonan SKMKL tidak dapat diproses sampai kewajiban tersebut dipenuhi.
(4) Proses penerbitan SKMKL meliputi:
a. pengajuan oleh pedagang;
b. verifikasi oleh petugas;
c. persetujuan oleh pejabat berwenang; dan
d. penerbitan dokumen elektronik.


	
	
	Pasal 5E
Penerbitan SKMKL

(1) SKMKL diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik melalui SINDANG.
(2) Dokumen SKMKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. kode verifikasi atau QR Code; dan
b. tanda tangan elektronik.
(3) SKMKL ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
(4) SKMKL elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.
(5) SKMKL yang telah diterbitkan tersimpan dalam SINDANG sebagai arsip digital.


	
	
	Pasal 5F
Integrasi dan Pemandaatan Data

(1) Data retribusi dan SKMKL terintegrasi dalam SINDANG.
(2) Integrasi data digunakan untuk:
a. pengendalian pemanfaatan kios/los.
b. peningkatan pendapatan asli Daerah;
c. pengawasan kepatuhan pedagang; dan
d. penyusunan kebijakan perdagangan.


	
	
	Pasal 5G
Keamanan dan Keabsahan Sistem

(1) SINDANG wajib menjamin keamanan data dan transaksi digital.
(2) Keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kerahasiaan data;
b. keutuhan data; dan
c. ketersediaan sistem.
(3) Setiap transaksi dan dokumen elektronik dalam SINDANG harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.


	
	
	Pasal 5H
Pelaksanaan Retribus
(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pada pasar rakyat dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
(2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran retribusi dari pedagang;
b. melakukan pencarian data pedagang berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada SINDANG;
c. memastikan kesesuaian data pedagang dan kios/los sebelum melakukan pemungutan; dan
d. menginput data pembayaran retribusi ke dalam SINDANG sebagai riwayat pembayaran per pedagang dan per kios/los.
(3) Koordinator pasar pada masing-masing pasar bertugas:
a. membuat dan menerbitkan kode pembayaran berupa QR Code penyetoran retribusi;
b. memfasilitasi proses penyetoran hasil pemungutan retribusi; dan
c. melakukan pengendalian administratif terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar.
(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar bertugas:
a. melakukan sinkronisasi antara jumlah uang retribusi yang diterima oleh petugas pemungut dengan data yang tercatat dalam SINDANG;
b. melakukan verifikasi dan validasi atas data pembayaran retribusi;
c. memastikan kesesuaian (balance) antara penerimaan riil dan data sistem; dan
d. memberikan persetujuan atas data yang telah sesuai.
(5) Dalam hal hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian, Kepala UPT Pasar memerintahkan petugas pemungut untuk melakukan perbaikan data pada SINDANG.
(6) Dalam hal data telah sesuai (balance), hasil penerimaan retribusi wajib disetorkan ke rekening kas Daerah melalui bank yang ditunjuk dengan menggunakan kode pembayaran atau QR Code yang telah diterbitkan.
(7) Seluruh proses pemungutan, pencatatan, verifikasi, dan penyetoran retribusi dilakukan secara terintegrasi melalui SINDANG untuk menjamin:
a. transparansi;
b. akuntabilitas; dan
c. ketertelusuran data.


	
	
	BAB IV
DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN PADA SISTEM   INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG

Pasal 6

	
	
	(1) Data dan informasi perdagangan pada SINDANG memuat data perdagangan yang bersumber dari hasil survei operator pasar setiap hari pada kios/los yang dijadikan sampel, serta data administrasi dan transaksi yang terintegrasi dalam sistem, dengan pembagian hak akses informasi sesuai kewenangan.
(2) Data dan informasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
a. data pedagang berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
b. data kios/los;
c. data harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
d. data transaksi dan riwayat pembayaran retribusi;
e. data Surat Keterangan Menempati Kios/Los (SKMKL); dan
f. data pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Data dan informasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dinamis dan diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah, disimpan, dan disajikan dalam bentuk informasi digital melalui SINDANG.
(5) Informasi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, antara lain:
a. langkah dan upaya Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif;
b. pelaksanaan dan pengembangan layanan digital, termasuk penerbitan dan perpanjangan SKMKL;
c. pengelolaan dan pengawasan retribusi daerah secara digital;
d. peningkatan pemantauan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; dan
e. penyusunan kebijakan di bidang perdagangan.
(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses oleh:
a. Perangkat Daerah sesuai kewenangan; dan
b. masyarakat secara terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Layanan data dan informasi perdagangan lainnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.


	
	
	BAB V
PENGELOLA SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG

Pasal 7

	
	
		(1) Pengelolaan SINDANG di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan.
(2) Pengelolaan SINDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengelola SINDANG.
(3) Struktur  Tim  Pengelola   SINDANG sebagaimana   dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

	a. Pembina
	:
	Sekretaris Daerah 

	b. Pengarah
	:
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan

	c. Koordinator
	:
	Kepala Bagian yang mengkoordir fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan;

	d. Penanggung Jawab
	:
	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan;

	e. Ketua
	:
	Sekretaris Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan;

	f. Sekretaris
	:
	Kepala	Bidang	yang
membidangi	data	dan informasi perdagangan;

	g. Anggota
	:
	Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di bidang yang beririsan langsung dengan keberlangsungan urusan perdagangan.

	h. Teknologi Informasi
	:
	Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang teknologi informasi.

	i. Analis Data
	:
	Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penelitian.

	j. Verifikator  SINDANG
	:
	Unsur	Perangkat	Daerah Kabupaten		yang
melaksanakan	fungsi
penunjang	urusan
Pemerintahan bidang perdagangan; dan

	j. Operator SINDANG





	:
	Unsur	Perangkat	Daerah Kabupaten		yang
melaksanakan	fungsi
penunjang	urusan
pemerintahan	bidang perdagangan.


	K. Petugas Pemungutan Retribusi
	:
	Unsur dari UPT yang ditugaskan di masing-masing pasar untuk melaksanakan pengumpulan retribusi harian/mingguan/bulanan .

	L. Koordinator pasar
	:
	Unsur dari UPT yang ditugaskan untuk mengkoordinir retribusi untuk selanjutnya dilaksanakan penyetoran ke kas daerah .

	(4) Tim pengelola SINDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala  Daerah Kabupaten Sumedang.

	BAB VI
Tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang

Pasal 8

	Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
a. Memberikan pembinaan arah kebijakan Implementasi Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang baik yang bersifat strategi maupun kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengendalian.

	Pasal 9
Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:
a. Memberikan arahan atas kebijakan dalam rangka mengembangkan Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang.
b. Memberikan arahan baik bersifat strategi maupun kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengendalian Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang.

	Pasal 10
Koordinator sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal 6 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
a. Mengkoordinir kolaborasi lintas Perangkat Daerah untuk menunjang keberlangsungan Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang

	Pasal 11

	Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas:
a. Bertanggungjawab atas kontinuitas penyelenggaraan Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang serta terhadap semua konten yang dipublikasikan.

	Pasal 12
Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang.

	Pasal 13
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas:
a. Membantu proses koordinasi dan penyelenggaraan Sistem Infomasi Niaga Kabupaten Sumedang.


	Pasal 14
Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf g, mempunyai tugas:
a. Berkoordinasi, bekerjasama dan berkolaborasi atas keberlangsungan penyelenggaraan Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang


	Pasal 15
Tim Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf h, mempunyai tugas:
a. Merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi Sistem Informasi Niaga Kabupanten Sumedang.
b. Menyajikan data untuk keperluan analisis data.
c. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral.


	Pasal 16
Tim Analis Data  sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf i, mempunyai tugas:
a. Merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi proses analisa data untuk membuat visualisasi hasil analisis untuk memberikan tools kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan


	Pasal 17
Verifikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf j, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan pengecekan dan memverifikasi data yang diinputkan setiap hari ke Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang.
b. Bertanggungjawab atas data hasil verifikasi yang dilakukan setiap hari .


	Pasal 18
Operator  sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf k, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan survey ke kios dan los di Pasar sebagaimana ditempatkan untuk mencari data yang diperlukan untuk keberlangsungan Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang.
b. Melaksanakan input data ke Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan setiap hari.
c. Bertanggungjawab atas keabsahan data yang telah diinputkan ke Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang.





	
	
	BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI NIAGA KABUPATEN SUMEDANG


	
	
	Pasal 19
Pelaksanaan SINDANG dilakukan dengan tahapan:
a. pengumpulan/penghimpunan data;
b. input data;
c. verifikasi dan validasi data;
d. penyajian data; dan
e. pelaporan.


	
	
	Pasal 20
(1) Pengumpulan, penghimpunan dan penginputan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan berdasarkan kebutuhan data yang sudah tampil di SINDANG mengenai urusan perdagangan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang. 
(2) Operator melakukan  pengumpulan, penghimpunan dan penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Unit Pelaksana Teknis Daerah/unit kerja masing-masing.
(3) Operator menyampaikan data di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Kerja masing- masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Verifikator.

	
	
	Pasal 21
Input Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan oleh Operator SINDANG pada unit kerja masing-masing.

	
	
	Pasal 22
Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Verifikator SINDANG.

	
	
	Pasal 23
Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dapat dilakukan oleh Tim Teknologi Informasi dan Tim Data Analis untuk dianalisa lebih lanjut.

	
	
	Pasal 24
Laporan pengelolaan SINDANG dilakukan secara berjenjang dilaksanakan sesuai tugas tim SINDANG.

	
	
	BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 25
(1) Dalam Pengelolaan SINDANG, Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan	pemerintahan	bidang perdagangan dengan menyediakan sarana dan prasarana.
(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan server.
(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, aplikasi SINIDANG, dan perangkat lunak lainnya.

	
	
	BAB IX
LAYANAN INFORMASI DATA PERDAGANGAN

Pasal 26
(1) Pengelola SINDANG pada SKPD/Unit Kerja wajib menghimpun setiap dokumen perdagangan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
(2) Dokumen Data perdagangan yang telah masuk dalam SINDANG selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan layanan masyarakat.

	
	
	BAB X PEMBINAAN
Pasal 27
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SINDANG, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah kabupaten.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas Operator, Verifikator, Tim Teknologi Informasi dan Tim Data Analis .

	
	
	[bookmark: _GoBack]
BAB XI
EVALUASI

Pasal 28
Tim Pengelola SINDANG melakukan evaluasi terhadap tampilan (feature), masukan (input), keluaran (output), dan program aplikasi.

	
	
	BAB XII PEMBIAYAAN
Pasal 29
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SINDANG dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

	
	
	BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan	Bupati	ini	mulai	berlaku	pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

		
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal   April 2026 BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

	Diundangkan  di  Sumedang pada tanggal    April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

ttd
TUTI RUSWATI

	BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001
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